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TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 358

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah

provinsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur

secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri,
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi;

f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
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Sekretariat;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

Bidang Politik Dalam Negeri;

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 359

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan  koordinasi dan

penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik

negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala

perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait
Program dan Anggaran, Keuangan,Umum dan Kepegawaian;

b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi
birokrasi perangkat daerah;

c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi program
dan anggaran;

d. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub
Koordinator program dan anggaran;

e. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program
kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang Badan;

f. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen
anggaran;

g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi
birokrasi perangkat daerah;

h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap
perkembangan pelaksanaan program Badan;

i. penyusunan program dan anggaran;

j- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kepala Badan,;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis;

l. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub
Koordinator keuangan;

m. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;

B

pelaksanaan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca
aset;

o. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap
perkembangan pelaksanaan keuangan Badan;
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p. penyusunan dan penyampaian laporan  pertanggungjawaban
keuangan Badan;

q. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;

r. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 360

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan
masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset,
informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi
kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja
aparatur sipil negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan bidang umum dan
kepegawaian;

b. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan,
pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;

c. pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan, pemindahtanganan dan  penghapusan, serta
pendayagunaan barang daerah lingkup Badan;

d. pelaksanaan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan
kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai
Badan;

e. pelaksanaan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan
kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai Badan;

f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan,
informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap
seluruh jabatan;

g. penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit
organisasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pasal 361

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa mempunyai
tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun
bahan kebijakan terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara
dan Karakter Bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan
fungsi :
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(2)

a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa.

b. penyiapan bahan rencana kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan;

d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan;

f. pelaksanaan koordinasi dan monitoring Kegiatan Pembinaan Forum
Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);

g. penyiapan bahan rencana kerja Bela Negara dan Karakter Bangsa;

h. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Bela Negara dan
Karakter Bangsa;

i. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada Bela Negara dan Karakter Bangsa;

j. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Bela Negara dan
Karakter Bangsa;

k. pelaksanaan koordinasi dan monitoring kegiatan Pembinaan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK);

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 362

Bidang  Politik Dalam  Negeri mempunyai tugas memimpin,

mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan

terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pendidikan
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

b. penyiapan bahan rencana kerja Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi;

c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan
Politik dan Peningkatan Demokrasi;

d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Pendidikan
Politik dan Peningkatan Demokrasi;

f. pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan politik bagi anggota
partai politik;

g. penyiapan laporan Data Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia



(1)

(2)

(IDI) Provinsi;

h. penyiapan bahan rencana kerja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik;

i. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

j- penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik;

k. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

l. pelaksanaan verifikasi proposal bantuan keuangan partai politik yang
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

m. pelaksanaan koordinasi, identifikasi, pembaharuan data, monitoring
dan evaluasi partai politik;

n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PANWASLU dan
KPU; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan
Pasal 363

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin,
mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan
terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi
Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

b. penyiapan bahan rencana kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama;

c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama,;

e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama,;

f. penciptaan dan atau pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran
masyarakat menggunakan produk dalam negeri;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat ketahanan ekonomi;

h. pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dalam menjaga
kerukuan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama



(1)

(FKUB);

i. pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat;

j- penyiapan bahan rencana kerja Organisasi Kemasyarakatan;

k. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub Koordinator
Organisasi Kemasyarakatan;

l. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada sub bidang Organisasi Kemasyarakatan;

m. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Organisasi
Kemasyarakatan;

n. pemeriksaan monitoring dan evaluasi Organisasi Masyarakat/LSM
yang menerima bantuan sosial dan pembaharuan database;

o. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi manajemen organisasi
masyarakat sesuai kebijakan/regulasi yang mengatur tentang
organisasi masyarakat; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Pasal 364

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bangsa

mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan,

merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kewaspadaan dini
dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kewaspadaan
dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.

b. penyiapan bahan rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelijen;

c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan
Dini dan Kerjasama Intelijen;

d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen;

e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Kewaspadaan
Dini dan Kerjasama Intelijen;

f. pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga
kerja asing;

g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan
Dini (FKDM);

h. pelaksanaan pengawasan daerah perbatasan antar negara serta
mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan;

i. penyiapan bahan rencana kerja Penanganan Konflik;

j- penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis  Penanganan



Konflik;

k. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan
pembinaan pada Penanganan Konflik;

1. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub Koordinator
Penanganan Konflik;

m. pelaksanaan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar Tim
Terpadu dalam hal penanganan konflik;

n. penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanganan Konflik;

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 365

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 366

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah
provinsi.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat, Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat
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